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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dorongan 

bagi PT Kereta Api Indonesia dalam melakukan transformasi digital pada 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan menghadirkan Program Access by KAI 

melalui aplikasi. Program ini merupakan wujud inovasi pelayanan publik berbasis 

digital yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, 

transparansi, serta akuntabilitas dalam penyediaan layanan transportasi kereta api. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui studi kasus Program Access by 

KAI di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar 

Lampung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) yang 

mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Access 

by KAI telah memberikan dampak positif berupa kemudahan pemesanan tiket, 

pengurangan antrean di loket, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti 

keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat, permasalahan teknis aplikasi, 

serta belum meratanya pemanfaatan aplikasi di seluruh lapisan pengguna. 

Penelitian ini merekomendasi perlunya pemerataan infrastruktur koneksi internet, 

edukasi dan sosialisasi intensif, pembaruan dan perbaikan teknis berkala pada 

aplikasi. 

Kata Kunci : Efektivitas, SPBE, Access by KAI, Kebijakan Publik, Digitalisasi. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Effectiveness of Electronic-Based Government System (SPBE) Policies 

(Case Study of the Access Program by KAI at PT KAI (Persero) Regional 

Division IV, Bandar Lampung City) 

 

By 

 

M. AKBAR SAPUTRA 

 

 

 

The development of information and communication technology has provided an 

impetus for PT Kereta Api Indonesia (KAI) in carrying out digital transformation 

in the provision of public services by presenting the Access by KAI Program 

through an application. This program is a form of digital-based public service 

innovation that focuses on increasing accessibility, effectiveness, efficiency, 

transparency, and accountability in the provision of railway transportation 

services. This study aims to determine the effectiveness of the Electronic-Based 

Government System (SPBE) policy through a case study of the Access by KAI 

Program at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Bandar 

Lampung City. The study used a descriptive qualitative method with data collection 

techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The analysis 

was carried out using William N. Dunn's (2018) policy evaluation theory which 

includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, 

and accuracy. The results of the study indicate that the Access by KAI Program has 

had a positive impact in the form of ease of tiket ordering, reduction of queues at 

the counter, time and cost efficiency, and improvement in the quality of digital-

based public services. However, there are still obstacles such as limited digital 

literacy among some people, technical problems with the application, and the 

uneven use of the application across all levels of users. This research recommends 

the need for equal distribution of internet connection infrastructure, intensive 

education and outreach, and regular technical updates and improvements to 

applications. 

Keywords: Effectiveness, SPBE, Access by KAI, Public Policy, Digitalization. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah terus berupaya 

meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah 

penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam e-government 

yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi 

kinerja pemerintah (Choirunnisa, 2023).  

Kemajuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting 

untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dengan 

cepat dan efisien. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih 

dinamis, kita dituntut  untuk selalu mengikuti perubahan perkembangan TIK 

yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pemerintah juga berperan aktif 

dalam mengikuti kemajuan TIK, karena teknologi ini dapat membantu 

mengatasi masalah dalam pemerintahan untuk mencapai pelayanan yang lebih 

efektif dan efisien (Diantini, 2019). Berbagai cara harus dilakukan pemerintah 

ataupun pihak swasta agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan 

mudah untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tujuannya yaitu ingin 

membangun masyarakat informasi untuk kepentingan dalam tata kehidupan 

bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui 

pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi 

transaksi elektronik yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan 

menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

perkembangan informasi dan transasksi elektronik telah menjadi unggulan 

dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
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Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi 

pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-

Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK 

untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, 

pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang 

untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar 

instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk 

mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan 

publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan 

kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan 

sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.  

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua 

sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah 

dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan  Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik (SPBE) yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan 

terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan SPBE 

yang berfokus pada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi 

masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam 

memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk yang 

berada di wilayah yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk 

melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan 

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sistem ini mencakup 

portal digital, aplikasi seluler, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi serta layanan publik 

secara online, kapan pun dan dimana pun, tanpa harus datang langsung ke 

kantor pemerintahan. Dengan demikian, e-government berperan penting dalam 

menyediakan layanan publik yang lebih efisien, mudah diakses, dan merata 
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bagi seluruh lapisan masyarakat (Indrajit R. E., 2006) (Aprianty, 2016) 

(Sugiharto, 2022). 

Kemajuan teknologi juga telah membawa perubahan signifikan dalam pola 

hidup manusia dan memengaruhi berbagai aspek aktivitas sehari-hari termasuk 

dalam aspek mobilitas di mana meningkatnya  kebutuhan masyarakat akan 

mobilitas menuntut tersedianya sarana transportasi  yang memadai agar 

perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dapat berlangsung dengan lancar 

(Ilham, 2020).  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa dalam bidang 

transportasi udara, darat dan laut memiliki  upaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan transportasi bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

pada sektor transportasi terus melakukan berbagai inovasi dalam 

menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern, efisien, dan nyaman. 

Seiring dengan perkembangan teknologi serta meningkatnya kebutuhan 

mobilitas masyarakat, perusahaan- perusahaan transportasi BUMN seperti PT 

Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero),  PT Pelni 

(Persero), dan PT Damri (Persero), terus bertransformasi melalui layanan 

berbasis digital dan peningkatan infrastruktur. 

Di sektor transportasi udara, PT Garuda Indonesia (Persero) terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan sistem check-in secara 

online dan layanan self-baggage drop serta modernisasi armada untuk     

meningkatkan kenyamanan penumpang (Saputro, 2019). Dalam transportasi 

laut, PT Pelni (Persero) telah mengadopsi sistem e-tiketing, yang 

memungkinkan masyarakat memesan tiket secara online tanpa harus datang 

langsung ke pelabuhan (Pungki, 2020). Di sektor transportasi darat, PT Damri 

(Persero) menghadirkan inovasi dengan sistem pemesanan tiket online yang 

integrasi dengan aplikasi transportasi daring serta pengembangan rute strategis 

guna meningkatkan konektivitas antar wilayah (Alianfa, 2024).  

Pada PT Pelni telah mengembangkan inovasi baru dengan meluncurkan 

“Aplikasi Pelni Mobile” sebagai upaya untuk memperluas jangkauan 
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penyampaian informasi kepada konsumen termasuk yang berada pelosok 

daerah. Dikarenakan PT Pelni merasa kurang efektif dan efisien dalam 

memenejemen pembelian tiket. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat 

hambatan yaitu kurang updatenya dan pemahaman masyarakat terhadap 

aplikasi ini menjadi kendala baru yaitu mereka belum tahu bagaimana cara 

prosedur pemesanan dan pembatalan tiket, serta layanan fitur yang tersedia 

lewat aplikasi ini, masalah yang terjadi diantaranya : pembeli tiket ingin 

mencetak tiket keberangkatan kapal yang sudah dipesan lewat Aplikasi Pelni 

Mobile, pembatalan tiket oleh calon penumpang, pemesan tiket salah 

memberikan kode booking dengan kode pembayaran, dan pemesan tiket atau 

calon penumpang kesalahan input data saat pemesanan tiket, sehingga pemesan 

tiket atau calon penumpang memilih untuk datang ke agent travel maupun ke 

kantor cabang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari perusahaan PT 

Pelni akan memberikan arahan dan layanan informasi yang akurat sesuai SOP 

(Standartd Operating Procedure) yang ada, menjelaskan mengenai cara 

penggunaan Aplikasi Pelni Mobile, fungsi fitur-fitur menu Aplikasi Pelni 

Mobile (Menu utama, promo, pesanan, akun, tiket kapal, paket tour, dan 

lifestyle) (Pungki, 2020) . 

  

Terdapat pula PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)  sebagai salah satu penyedia 

layanan jasa dalam sector transportasi darat telah menghadirkan inovasi 

digitalisasi layanan pemesanan tiket dan sistem pembayaran telah meluncurkan 

aplikasi Access by KAI yang memungkinkan pelanggan untuk memesan tiket 

secara online mengakses informasi perjalanan serta melakukan berbagai 

transaksi tanpa harus mengantre di loket. Sistem e-ticketing ini tidak hanya 

meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi kontak fisik sejalan dengan tren 

digitalisasi di era modern (Purba, 2021). 

 

Kereta Api Indonesia (PT KAI Persero) sebagai salah satu penyedia layanan 

transportasi publik di Indonesia yang memliki peran penting dalam 

menghubungkan berbagai daerah. Peran PT KAI (Persero) sangat penting 

karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jenis transportasi umum ini 
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sehingga segala aspek mengenai pelayanan untuk masyarakat perlu menjadi 

perhatian pemerintah. PT KAI (Persero) telah melayani sebanyak 331.894.721 

penumpang di seluruh wilayah operasional selama 2023. Penggunaan Kereta 

Api untuk mobilitas masyarakat terus menunjukkan tren peningkatkan. 

Berdasarkan total pengguna yang terakumulasi di seluruh wilayah operasional, 

KAI mencatat bahwa jumlah pengguna telah mencapai 331.894.721 orang, 

menunjukkan peningkatan sebesar 38% dibandingkan dengan tahun 2022 

(Rima Nurmalah, 2024). 

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, PT KAI (Persero)  

menciptakan tiket online melalui aplikasi sehingga para pengguna transportasi 

tidak kesulitan untuk mendapatkan tiket dan mengurangi antrean penumpang 

dan system ini diharapkan dapat memudahkan para konsumen yang akan 

menggunakan jasa transportasi menjadi aman dan nyaman (Aditya, 2022). 

Maka dengan itu PT KAI (Persero) memiliki sebuah aplikasi mobile yang 

digunakan untuk melakukan pemesanan tiket online. Nama aplikasi mobile 

tersebut adalah Access by KAI. Aplikasi mobile pada saat ini merupakan 

teknologi yang sangat berkembang pesat. Penerapan pemebelian tiket secara 

online juga sudah dilakukan di Kota Bandar Lampung. Perkembangan aplikasi 

mobile yang pesat akan berdampak  pada  gaya  hidup  masyarakat  sehari-hari 

di Kota Bandar Lampung. (Diskapama, 2021).  

Berikut ini merupakan jumlah penumpang kereta di Kota Bandar Lampung 

tahun 2021 melalui sistem penjualan tiket secara online (Access by KAI) dan 

offline (loket): 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Kereta Api Dalam Pemesanan Tiket Divisi  

  Regional IV di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 

 

Bulan Access by KAI loket 

Januari  514 100 

Februari 493 89 

Maret 590 77 

April  578 70 
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Mei 295 57 

Juni 255 20 

Juli 149 26 

Agustus 65 14 

September 117 23 

Oktober 130 37 

November 191 52 

Desember 231 40 

                             Sumber : PT KAI (Persero) Divre IV 2021 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa pembelian tiket secara online dan 

offline tahun 2021. Minat masyarakat di Kota Bandar Lampung sudah mulai 

banyak untuk menggunakan pembelian tiket secara online  yang lebih mudah 

dan praktis dibandingkan dengan pembelian tiket secara offline. Namun 

kenyataan di lapangan pembelian tiket offline masih banyak digemari oleh 

masyarakat kota bandar lampung sedangkan KAI menyediakan kouta dengan 

jumlah terbatas di Kota Bandar Lampung yang dimana jika tiket Kereta Api 

habis di online maka otomatis penjualan tiket di loket juga habis. Maka dengan 

itu masyarakat yang membeli tiket di loket tidak akan mendapatkan tiket 

sehingga  masyarakat akan menunggu hingga esok hari dan  menghambat 

mobilitas masyarakat (Mochtar, 2019). 

Tabel 1.2 Jumlah Penumpang Kereta Api Dalam Pemesanan tiket di Divisi  

                 Regional IV Provinsi Lampung Tahun 2024 

 

Bulan Access by KAI Loket 

 

E-commerce  

Januari 69.677 9.598 21.682 

Februari 68.728 11.537 16.932 

Maret 72.025 7.785 16.234 

April 81.001 7.890 20.906 

Mei 75.208 10.594 18.726 

Juni 74.792 10.413 17.774 

Juli 77.008 6.730 19.092 

Agustus 75.975 6.647 17.458 

September 75.004 11.598 15.951 

Oktober 78.189 14.934 17.336 

November 77.127 15.379 16.071 

Desember 26.552 5.334 4.824 

   Sumber : PT KAI (Persero) Divre IV 2024 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pembelian tiket secara online dan 

offline tahun 2024. Pembelian tiket offline masi banyak digemari masyarakat 

di divisi regional IV provinsi Lampung. Berdasarkan data tahun 2021 

menunjukkan bahwa masyarakat yang membeli tiket di loket sangat kecil 

memungkinan mendapatkan tiket. Dengan fakta adanya data di tahun 2024 

bahwa terdapat indikasi kurang optimalnya pelaksanaan aplikasi Access by 

KAI di Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Dan masih banyak juga 

pengguna aplikasi yang kurang puas dengan layanan Access by KAI seperti 

masyarakat yang belum bisa mengoperasikan internet dan tidak tahu cara 

melakukan pemesanan tiket secara online, gangguan dalam pemesanan tiket, 

dan transaksi pembayaran menggunakan online yang masih kurang baik 

(Bahrudin, 2023). 

Berdasarkan pra riset oleh peneliti pada tanggal 19 Ferbuari 2025  bahwa pada 

pelaksanaan Kereta Api di Kota Bandar Lampung oleh PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) memiliki kelemahan dan hambatan dikarenakan di Kota 

Bandar Lampung hanya memiliki tiga unit Kereta Api yang beroperasi untuk 

penumpang dan peminat masyarakat untuk menggunakan Kereta Api sangat 

tinggi. Sehingga penumpang harus bersaing demi mendapatkan tiket online dan 

memperoleh tiket sehingga penumpang dapat menggunakan Kereta Api dalam 

mobilitas untuk aksesibilitas dengan sesuai pemberangkatan yang sudah di 

tentukan oleh penumpang. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas 

Kebijakan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi 

Kasus Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Kota 

Bandar Lampung) untuk dilakukan guna mengevaluasi implementasi program 

tersebut dan mengidentifikasi terkait faktor-faktor penghambat dalam 

implemetasi pelayanan Access by KAI di PT KAI (Persero) di daerah Kota 

Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

berharga bagi PT KAI (Persero) dalam upaya meningkatkan kualitas 

layanannya di Kota Bandar Lampung dan kota-kota lain di Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana Efektivitas Program Aplikasi Access by KAI sebagai bentuk 

kebijakan tentang SPBE ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Untuk mengetahui Efektivas Program Access by KAI sebagai bentuk kebijakan 

tentang SPBE. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penilitian ini di harapkan dapat menjadi bukti bahwa ilmu-ilmu 

kebijakan publik dan efektifitas dalam administrasi negara di bidang sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat diterapkan dan menjadi 

bahan tinjauan dalam proses evaluasi efektifitas maupun kebijakan publik. 

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan enam dimensi menurut Teori 

Evaluasi Kebijakan dalam buku Public Policy Analysis William N. Dunn 

(2018), yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, 

dan ketepatan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PT KAI 

(Persero) Divre IV  di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan 

untuk sistem sumber informasi dan e-ticketing dalam aplikasi Access by 

KAI. Serta bermanfaat sebagai acuan untuk perbaikan aplikasi Access by 

KAI di masa yang akan datang untuk lebih optimal dalam pelaksanaan 

program yang di miliki PT KAI. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai salah satu 

landasan untuk memperkaya kerangka teoritis yang digunakan dalam kajian 

yang sedang dilakukan. Peneliti merujuk pada tinjauan literatur sebelumnya 

yang terkait dengan tema penelitian yang diusung. Berikut adalah beberapa 

penelitian terdahulu yang telah dikaji, disajikan dalam bentuk tabel di bawah 

ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

Nama 

Penulis  

Judul Hasil Penelitian  Limitasi 

Safriadi 

Ahmad, 

Jhon 

Simon & 

Tomi 

Jaffisa 

(2023) 

Efektivitas 

Aplikasi KAI 

ACCESS 

Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dalam Pemesanan 

Tiket  Secara 

Online Di PT. 

Kereta Api 

Indonesia Divre I 

Sumatera Utara 

Berdasarkan Pembuktian 

hipotesis yang dilakukan 

dengan menggunakan uji 

rank spearman menunjukkan 

hasil bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. Artinya, tidak 

terdapat efektivitas aplikasi 

KAI Access terhadap kualitas 

pelayanan publik dalam 

pemesanan tiket secara 

online. Penyebabnya adalah 

masih banyak masyarakat 

yang merasa aplikasi tersebut 

kurang efektif dan banyak 

mengalami trouble sehingga 

membuat masyarakat enggan 

menggunakannya. 

 

Penelitian hanya dilakukan di 

satu divisi regional, sehingga 

hasilnya mungkin tidak 

sepenuhnya mencerminkan 

pengalaman pengguna di 

daerah lain. Kurang peminat 

masyarakat menggunakan 

aplikasi di divisi regional I ini  

disebabkan oleh banyaknya 

masyarakat yang merasa 

aplikasi tersebut kurang efektif 

dan sering mengalami masalah 

teknis, sehingga membuat 

mereka enggan 

menggunakannya. 

 

Benny 

Agustian

, & Deni 

Nurdyan

a 

Hadimin  

(2022)  

Analisis 

Efektivitas 

Penerapan Mobile 

application KAI 

Access Di PT. 

Kereta Api 

Indonesia 

(Persero) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektivitas penerapan mobile 

application KAI Access di 

PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) dapat dikatakan 

sangat efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian 

setiap variabel evaluasi, yaitu 

kualitas informasi yang 

sudah akurat , relevan dan 

lengkap, kualitas layanan 

yang sudah cepat tanggap 

dan empati, penggunaan 

yang sudah mudah untuk 

penggunaan sehari-hari, serta 

Penelitian ini mencakup 

seluruh PT KAI (persero) di 

seluruh indonesia sehingga 

tidak mempertimbangkan 

faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi penggunaan 

aplikasi, seperti hambatan 

teknis atau perbedaan 

pengalaman pengguna 

berdasarkan demografi. 
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kepuasan pengguna yang 

efisien, efektiv dan puas. 

 

Elen Ayu 

Wulanda

ri & Eva 

Hany 

Fanida 

(2023)  

Kualitas Layanan 

Aplikasi KAI 

ACCESS Oleh PT 

Kereta Api 

Indonesia 

(Persero) (Studi 

Kasus Pada 

Pelanggan Kereta 

Api Lokal 

Penataran Dhoho 

Di Stasiun Blitar 

Daop VII) 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas 

layanan aplikasi KAI Access 

oleh PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) sudah 

cukup baik dan dapat 

diterima oleh pelanggan, 

karena banyak kemudahan 

yang didapatkan ketika 

pelanggan menggunakan 

aplikasi ini, namun perlu 

adanya peningkatan layanan 

pada aplikasi agar pelanggan 

kereta lokal dapat 

menggunakan semua fasilitas 

yang ada pada aplikasi KAI 

Access. 

Penelitian hanya 

dilakukan di satu stasiun, 

sehingga hasil tidak dapat 

digeneralisasi. Di Stasiun 

Blitar Daop VII aplikasi 

ini sudah memberikan 

layanan yang cukup baik 

dan diterima oleh 

pelanggan karena 

kemudahan yang 

ditawarkan. Namun, 

masih diperlukan 

peningkatan agar 

pelanggan dapat 

memanfaatkan seluruh 

fasilitas yang tersedia 

dalam aplikasi KAI 

Access secara optimal. 

 

Md. 

Rabiul 

Awal, 

Tahmina 

Akter 

Arzin, 

Md. 

Mirajul 

Islam, 

Md. 

Tareq 

Hasan 

(2023)  

Understanding 

railway 

passengers’ E-

tiketing usage 

intention in an 

emerging 

economic context: 

application of an 

extended 

technology 

acceptance model 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerimaan layanan E-

tiketing di kalangan 

penumpang Kereta Api di 

Bangladesh, dengan tujuan 

untuk memperluas Model 

Penerimaan Teknologi 

(TAM). Hasil menunjukkan 

kepercayaan terhadap 

teknologi (Technology Trust 

- TT) memiliki pengaruh 

paling signifikan terhadap 

niat penggunaan e-tiketing, 

lebih besar dibandingkan 

dengan persepsi kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease 

of Use - PEU) dan persepsi 

kegunaan (Perceived 

Usefulness - PU). 

Penumpang perempuan 

menunjukkan bahwa 

kemudahan penggunaan 

lebih berarti bagi mereka 

dibandingkan penumpang 

laki-laki. Temuan ini 

memberikan wawasan 

penting bagi otoritas 

perkeretaapian untuk 

meningkatkan layanan 

pemesanan tiket secara 

online dan mendukung upaya 

Digitalisasi pemerintah. 

Dengan memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi 

adopsi e-tiketing, penelitian 

Penelitian  ini 

dilaksanakan di negara 

berkembang yaitu 

Bangladesh dan penemuan 

penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

kepercayaan terhadap 

teknologi memiliki 

pengaruh terbesar 

terhadap niat penggunaan 

e-tiketing, mengungguli 

persepsi kemudahan 

penggunaan (PEU) dan 

persepsi kegunaan (PU). 

Penumpang perempuan 

lebih mengutamakan 

kemudahan penggunaan 

dibandingkan penumpang 

laki-laki. 
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ini berkontribusi pada 

pengembangan aplikasi 

pemesanan yang lebih baik 

dan peningkatan kepuasan 

penumpang, serta membuka 

jalan bagi studi lebih lanjut 

dalam konteks penerimaan 

teknologi di negara 

berkembang. 

 

Sharareh 

Kermans

hachi & 

Karthik 

Subrama

nya 

(2022) 

Effectiveness 

Assessment of E-

tiketing 

Technology in 

Construction of 

Transportation 

Projects 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan penerapan E-

tiketing dapat secara 

signifikan meningkatkan 

efisiensi dalam proses 

konstruksi. Sistem tiket 

kertas tradisional 

menunjukkan banyak 

kelemahan, termasuk 

lambatnya proses dan 

tingginya biaya operasional. 

Dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa E-tiketing 

menawarkan solusi Digital 

yang mengurangi 

ketergantungan pada 

dokumen fisik, sehingga 

proyek konstruksi dapat 

mengurangi jumlah inspektur 

yang diperlukan hingga 25%. 

Hal ini berkontribusi pada 

penghematan biaya dan 

waktu yang signifikan. 

Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana Identikasi 

inesiensi dalam kerangka 

tiket kertas konvensional 

dan teknologi yang sesuai 

untuk mengatasinya. 

penerapan E-tiketing dapat 

meningkatkan efisiensi 

dalam proses konstruksi 

dengan mengurangi 

ketergantungan pada tiket 

kertas, menghemat biaya 

dan waktu, serta 

mengurangi kebutuhan 

inspektur hingga 25%. 

    

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2025 

 

Berdasarkan perbandingan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, penelitian yang akan dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Kasus 

Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar 

Lampung) memiliki kesamaan, yaitu  meneliti aplikasi Access by KAI dalam 

implementasinya. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian dan metode 

yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan 

mengkaji program aplikasi Access by KAI secara deskriptif serta masalah 

teknis aplikasi, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

hambatan-hambatan dan dampak dalam implementasi aplikasi Access by KAI 
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di masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga menggunakan teori 

evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2018). 

2.2  Kebijakan Publik 

Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari beberapa bahasa kuno antara 

lain Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dalam bahasa Yunani kata dasarnya adalah 

polis yang berarti negara-kota, serta pur yang juga berarti kota. Dalam 

perkembangan dalam bahasa Latin menjadi politea yang berarti negara (state), 

serta muncul istilah res publica yang merujuk pada urusan publik dan res 

privata yang mengacu pada urusan pribadi. Aristoteles dalam (Lumingkewas, 

2012), Menjelaskan bahwa kata polis menunjuk bentuk asosiasi atau organisasi 

yang paling tinggi. Karena itu.Tidak salah kalau kata polis diartikan sebagai 

kota besar atau organisasi yang tertinggi dimaksud adalah negara. Demikian 

pula dengan kata public privat dalam konteks polis negara/kota yang 

digunakan dalam pembahasan kebijakan  

Perkembangan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan 

kemajuan peradaban bangsa-bangsa yang menguasai wilayah maritim secara 

luas. Sehingga kebijakan muncul sebagai aktivitas yang semakin terspesialisasi 

seiring dengan transformasi dalam struktur sosial, kemunculan teknologi 

produksi baru, serta perubahan pola permukiman menjadi menetap. Salah satu 

bukti awal dari dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan di 

wilayah Mesopotamia berupa dokumen pemerintahan dan politik yang dikenal 

sebagai Kode Hammurabi. Dokumen yang disusun oleh penguasa Babilonia 

pada abad ke-18 SM, yang mencerminkan upaya untuk membentuk ketertiban 

publik yang bersatu dan adi pada masa transisi Babilonia dari negara kecil 

menjadi kekuasaan yang lebih luas (Rahma A Alhasni, 2024). 

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku 

atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai 

tujuan tertentu (Andyani, 2020). Kebijakan publik pada dasarnya selalu 

berorientasi pada tujuan dan  pemecahan masalah (Farina, 2022). Dye, 

sebagaimana dikutip Nugroho (2017: 204) dalam  mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa 
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mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan besama tampil 

berbeda (Sutmasa, 2021).  

Menurut Dwiyanto (2012) kebijakan publik seharusnya relevan dengan 

kepentingan masyarakat, karena itulah kebijakan publif meliputi suatu proses 

memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah 

tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga meliputi proses 

pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan 

kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi kuramg 

lebih itulah kebijakan publik (Muhiddin, 2017) . 

Menurut Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas 

bahwa “kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh 

pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat 

dari tindakan tersebut” (Yahya Fahmi, 2021) . 

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat 

penting dalam seluruh tahapan proses kebijakan publik, mulai dari perumusan, 

implementasi, hingga evaluasi hasil kebijakan. Efektivitas sebuah 

pemerintahan menjadi determinan utama dalam menjamin keberhasilan 

kebijakan publik. Namun demikian, tidak semua kebijakan yang dirumuskan 

di tingkat nasional maupun lokal mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan atau secara efektif menyelesaikan permasalahan publik. Tidak 

jarang hasil dan dampak kebijakan/program publik justru menimbulkan 

masalah baru. Kebijakan publik yang tidak baik dan gagal diimplementasikan 

akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan serta kepentingan 

masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi pihak yang paling 

dirugikan akibat kegagalan tersebut (Sutmasa, 2021) (Aprianto, 2021) . 

2.2.1 Sequensi Kebijakan  

Dalam konsep kebijakan publik tedapat Kepustakaan dalam bidang ilmu 

kebijakan (policy sciences) yang sering juga disebut sebagai studi kebijakan 

(policy studies) telah berkembang pesat dengan jumlah mencapai ribuan yang 

di dalamnya terdapat beragam definisi mengenai kebijakan publik. Namun, 

banyaknya definisi tersebut justru menimbulkan semakin dirasa sulit untuk 
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mendapatkan rumusan atau definisi yang benar-benar memuaskan karena 

sebagian besar masih dianggap terlalu umum, kurang jelas, atau tidak cukup 

spesifik dan operasional (Meutia, 2017). 

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas 

(a unique activity), dalam artian dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya 

tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada 

kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu 

lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan. Penjelasan yang 

telah disampaikan di atas ternyata memberikan sejumlah implikasi tertentu 

terhadap konsep kebijakan publik, yang akan dijelaskan secara lebih terperinci 

di bawah ini (Meutia, 2017): 

1. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang 

dirancang secara sengaja dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, 

bukan sebagai bentuk prilaku atau tindakan yang menyimpang yang serba 

acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.  

2. Kebijakan merupakan kumpulan tindakan yang saling berkaitan dan 

memiliki pola tertentu, yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk 

mencapai sasaran tertentu, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri 

sendiri. 

3. Kebijakan publik mencerminkan apa yang secara nyata dilakukan oleh 

pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pengaturan perdagangan, 

pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, pemberantasan 

korupsi, memberantas buta huruf, penguatan program keluarga berencana, 

hingga penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Dalam bentuk 

positif, kebijakan melibatkan berbagai tindakan pemerintah untuk 

menangani penyelesaian atas masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk 

negative, ia kemungkinan secara keseluruhan (community as a whole) dan 

memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh organisasi privat, atau organisasi nonpemerintah/ swasta 

yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal dan terbatas. 
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Urgensi Kebijakan Publik Sholichin Abdul Wahabsebagaimana dikutip 

Suharno (2010: 16- 19) dalam (Meutia, 2017) dengan mengikuti pendapat dari 

Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa 

kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:  

A. Alasan Ilmiah.  

Kebijakan publik dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai asal-usul, proses perkembangan, serta 

konsekuensi-konsekuensinya terhadap masyarakat. Dalam hal ini 

kebijakan dapat dianalisis baik sebagai variabel terikat (dependent 

variable) maupun sebagai variabel independent (independent variable). 

Ketika kebijakan diposisikan sebagai variabel terikat, maka perhatian akan 

tertuju pada berbagai faktor politik dan lingkungan yang berperan dalam 

menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan 

piblik. 

B. Alasan Professional.  

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk 

menetapkan dasar pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan yang bertujuan 

membantu dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul 

dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Alasan Politik.  

Mempelajari pemahaman terhadap kebijakan publik bertujuan agar 

pemerintah mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang sesuai, 

sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara efektif dan 

tepat sasaran. 

Anderson dalam Winarno (2007:21) dalam (Damayanti, 2020), 

mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai arah tindakan dirinci menjadi 

beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

• Tuntutan-tuntutan Kebijakan (Policy Demands)  

Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan 

yang dibuat oleh aktor-aktor swasta maupun pemerintah, ditujukan 
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kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. 

Tuntutan-tuntutan ini dapat berupa dorongan agar pejabat-pejabat 

pemerintah mengambil langkah mengenai suatu masalah tertentu.  

• Keputusan-keputusan kebijakan (Policy Decisions)  

Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh pejabat pemerintah yang memberikan legitimasi, arah, serta 

isi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan 

ini mencakup penetapan undang-undang, penerbitan instruksi eksekutif 

atau pernyataan resmi, pengumuman peraturan administratif, serta 

interpretasi yuridis terhadap undang-undang.   

• Pernyataan-pernyataan kebijakan (Policy Statements)  

Pernyataan-pernyataan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan 

resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Kategori ini termasuk 

dalam mencakup undang-undang yang disahkan oleh legislatif, 

perintah dan dekrit presiden, peraturan administratif maupun 

pengadilan, serta pernyataan atau pidato dari pejabat pemerintah yang 

mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang 

akan ditempuh untuk merealisasikannya. 

• Hasil-hasil kebijakan (Policy Outputs)  

Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari 

kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal bentuk nyata dari 

implementasi kebijakan publik, yaitu tindakan-tindakan konkret yang 

dilakukan sesuai dengan keputusan dan pernyataan kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

• Dampak-dampak kebijakan (Policy Outcomes)  

Dampak-dampak kebijakan lebih merujuk pada konsekuensi yang 

ditimbulkan terhadap masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak 

diinginkan sebagai hasil dari tindakan pemerintah ataupun tidak adanya 

tindakan pemerintah. 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks 

karena mencakup berbagai tahapan dan melibatkan banyak variabel yang perlu 

dianalisis. Sehingga diperlukan pendekatan tertentu untuk mempermudah 
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dalam melakukan kajian terhadap suatu kebijakan publik, maka dibuatlah 

beberapa tahapan kebijakan publik. Adapun Dunn yang dikutip oleh Winarno 

(2016:31) dalam (Wibowo, 2018), menggambarkan bahwa tahapan-tahapan 

kebijakan publik adalah : 

1. Penyusunan Agenda  

Suatu tahap awal dalam proses kebijakan di mana suatu isu atau 

permasalahan dipilih dan dimasukkan ke dalam agenda publik yang 

dilakukan para pejabat. Dimana dalam penyusunannya berbagai 

permasalahan telah melalui proses seleksi sebelumnya, dalam tahap 

ini terdapat suatu masalah yang mungkin diabaikan namun juga 

terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi sebagai 

fokus pembahasan untuk dibahas lebih lanjut. 

2. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda kebijakan 

selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian 

ditetapkan solusi pemecahan masalah tersebut. 

3. Adopsi Kebijakan  

Dilakukan proses seleksi dari sekian banyak pemecahan masalah 

atau alternatif kebijakan yang  ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut 

kemudian diadopsi dengan dukungan legislatif melalui kesepakatan 

bersama.  

4.  Implementasi Kebijakan 

Keputusan atas suatu program kebijakan yang dipilih sebagai solusi 

dari permasalahan harus direalisasikan melalui pelaksanaan oleh 

badan administratif atau badan pemerintah lainnya . Tanpa 

implementasi, kebijakan tersebut hanya  akan menjadi catatan para 

birokrat jika program yang telah dibuat tidak diimplementasikan.  

5. Evaluasi Kebijakan publik 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan 

dianalisis dan dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan yang 

dibuat telah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses 
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evaluasi ini dilakukan berdasarkan indikator-indikator tertentu yang 

digunakan sebagai tolok ukur untuk kebijakan tersebut. 

       Setiap kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang ada didalamnya. 

Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, maka kebijakan publik yang dibuat 

harapannya akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan teratur dan 

terarah. 

2.2.2 Efektivitas Kebijakan 

Sebuah program dirumuskan oleh pemerintah, biasanya diterapkan untuk 

dalam rangka merealisasikan tujuan mulia. Umumnya implementasi yang 

diterapkan tidak mendekati hakikatnya lalu melenceng dengan tujuan sebab 

ada beberapa hal yang tidak dapat diprediksi semacam keadaan yang mana 

selalu dinamis (Ja'a, 2019). 

Secara umum Kata "Efektif" berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti 

sukses atau mampu mencapai hasil dengan sangat baik. Dalam Kamus Ilmiah 

Populer efektivitas dijelaskan sebagai ketepatan dalam penggunaan, daya 

guna, dan sesuatu yang mendukung pencapaian tujuan. Dengan efektivitas 

dalam suatu unit pelayanan dapat diartikan sebagai sejauh mana hasil yang 

diharapkan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Baria, 

2019).   

Efektivitas selalu berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang 

diinginkan dan hasil yang benar-benar tercapai. Efektivitas dapat ditinjau dari 

berbagai perspektif (view point) dan dapat dinilai melalui beragam pendekatan 

serta memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan 

oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design 

yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, the greater the 

extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its 

effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin 

besar efektivitas) Gedeian, 1991:61 dalam (Sanjaya, 2020).  

Campbell (1989:47) dalam (Rosyad & Ati, 2023) mengemukakan bahwa 

efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu organisasi dalam 
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mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut 

William N Dunn (2018) menyatakan bahwa: Efektivitas (effectiveness) 

berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara 

dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk 

atau layanan atau nilai moneternya (Lejiu, 2014) 

Menurut Makmur (2011:6) dalam (Nurjanah, 2023) berpendapat bahwa 

efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan 

ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana 

ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. 

Efektivitas yang berorientasi pada masyarakat kapasitas individu atau 

kelompok dalam menjalankan tugas, fungsi operasional, aktivitas program, 

atau misi tertentu dalam suatu organisasi atau sejenisnya. Yang tidak hanya 

terlaksana tetapi juga melakukan evaluasi terhadap apa yang dirasakan 

masyarakat dalam kemudahan, kepuasan, keluhan, keamanan, dan saran atau 

masukan masyarakat dalam menggunakan suatu program atau layanan 

sehingga dapat mengukur efektif atau tidaknya program atau layanan. 

Meskipun secara objektif sebuah program mungkin mencapai targetnya tetapi 

persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut juga penting 

(Baria, 2019) (Mamonto, 2022). 

Beberapa pendapat para ahli di atas mengemukakan bahwa fokus atau acuan 

dalam hal efektivitas adalah pada pencapaian suatu tujuan. Sesuatu dapat 

dikatakan efektif apabila dikehendaki dan mempunyai pengaruh atau akibat 

terhadap apa yang diharapkan atau diinginkan. Oleh karena itu, konsep 

efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu sistem sosial dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan memanfaatkan tenaga manusia secara 

seimbang. 

Menurut pendapat Steers dalam Tangkilisan (2005) yaitu Pencapaian tujuan 

merupakan hasil dari rangkaian upaya organisasi dalam pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai bagian dari suatu proses. Sementara itu, Richard M. 
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Steers dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan bahwa terdapat tiga indikator 

yang digunakan untuk menilai efektivitas. Ia menjelaskan indikator-indikator 

efektivitas tersebut sebagai berikut (Baria, 2019)  : 

1. Pencapaian tujuan  

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan dari berbagai upaya organisasi 

yang harus dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Oleh karena 

itu, untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan akhir, 

diperlukan adanya tahapan yang terstruktur, baik dalam bentuk pencapaian 

bertahap atas komponen-komponen tujuan maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya.  Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun 

waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret dalam pencapaian 

tujuan suatu organisasi.  

2. Integrasi  

Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi mampu menjalankan proses 

sosialisasi, menjalin komunikasi, dan membangun kesepahaman di tengah 

masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan pelaksanaan sosialisasi di 

lapangan. 

3. Adaptasi  

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri 

terhadap kondisi lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana 

pelaksanaan program dapat diselaraskan dengan situasi dan dinamika yang 

terjadi di lapangan. 

Menurut Riant Nugroho (2018) dalam (Pricilia Mawuntu, 2022), terdapat lima 

prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:  

1. Tepat kebijakan 

Ketepatan kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-

benar ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin diatasi. 

2. Tepat pelaksananya 

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu instansi 

pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta atau 

masyarakat, dan implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.   

 



 

 

21 

3. Tepat target  

Menilai apakah kelompok atau objek yang menjadi sasaran kebijakan sesuai 

dengan perencanaan awal, tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan 

lain, dan apakah sasaran tersebut dalam kondisi yang siap untuk menerima 

intervensi. 

4. Tepat lingkungan  

Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua, yakni lingkungan internal 

organisasi dan lingkungan eksternal yang lebih luas. 

5. Tepat proses 

Terdiri atas tiga proses. Yaitu Policy Acceptance, Policy adoption, Strategic 

Readiness. 

Adapun, menurut (Dunn, 2018) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang 

dapat digunakan untuk melihat teori pengukuran evaluasi kebijakan dengan 

menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu: 

1. Efektivitas  

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai 

tujuan dengan diadakannya tindakan. 

2. Efisiensi  

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan 

antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur 

dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai 

efektivitas tertinggi. 

3. Kecukupan  

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 

memuaskan kebutuhan nilai, kesempatan yang menumbuhkan masalah. 

4. Perataan  

Perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta 

menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada 

dalam masyarakat tertentu.  
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5. Responsivitas  

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam 

masyarakat tertentu.  

6. Ketepatan  

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada 

nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang 

melandasi tujuan kebijakan tersebut. 

Peneliti memilih teori evaluasi kebijakan dalam buku Public Policy Analysis 

menurut William N. Dunn (2018) dikarena teori ini memberikan pendekatan 

yang komprehensif dan multidimensional dalam menilai keberhasilan suatu 

kebijakan publik. Teori Dunn sangat relevan digunakan karena mampu 

menggambarkan berbagai aspek penting dari implementasi kebijakan SPBE 

tersebut. Teori ini mencakup lima variabel utama, yaitu efisiensi, 

kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan 

teori ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan SPBE secara 

menyeluruh dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan, sehingga 

hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai 

keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

2.3 Program Access by KAI 

Pada tanggal 7 Juli 2023, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan aplikasi baru 

bernama Access by KAI oleh dalam sebuah soft launching di Stasiun 

Gambir, Jakarta Pusat. Pada tanggal 10 Agustus, Access by KAI resmi 

diluncurkan secara penuh oleh Direktur Utama Didiek Hartantyo di The 

Westin, Jakarta. Alasan yang melatar belakangi perombakan total Access 

adalah untuk mempermudah akses layanan Digital oleh penumpang kereta api. 

Sebelumnya aplikasi ini sudah ada sejak 2014 dengan nama KAI Access dan 

sudah 4 kali versi perombakan dan sampai yang terakhir perombakan sehingga 

berganti nama Access by KAI. 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kereta_Api_Indonesia
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Stasiun_Gambir
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Stasiun_Gambir
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jakarta_Pusat
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Didiek_Hartantyo
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Gambar 1. Logo aplikasi Access by KAI 

           Sumber : PT Kereta Api Indonesoa (Persero) 

 

Aplikasi berbasis web ini dapat digunakan baik melalui handphone maupun 

komputer. Fitur yang terdapat di dalam aplikasi Access by KAI ini diantaranya 

seperti  mendukung untuk melayani  pembelian tiket, cek jadwal kereta, ubah 

jadwal kereta, pencarian dan pemesanan tempat duduk, check-in online, e- 

tiketing, informasi keberangkatan dan kedatangan, fitur layanan pelanggan 

(Customer service), pembatalan tiket, dan transfer tiket. Dengan  demikian, 

pelanggan yang menggunakan aplikasi ini akan lebih memepermudah 

aksesibilitas dalam menggunakan transportasi Kereta Api  

 

Aplikasi Access by KAI mempunyai kelebihan dalam memesan tiket kereta 

secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu antri di loket stasiun, dengan 

pilihan jadwal, jenis kereta, dan kursi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

Selain itu, aplikasi ini menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti kartu 

kredit, debit, e-wallet, atau transfer bank, yang membuat transaksi menjadi 

lebih fleksibel.  Tiket yang dibeli juga akan disimpan dalam bentuk Digital, 

sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehilangan tiket fisik. Cukup dengan 

menunjukkan tiket Digital melalui ponsel saat keberangkatan. Fitur lainnya 

yang memudahkan perjalanan adalah layanan check-in otomatis, yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan check-in secara praktis tanpa harus 

mengantri. Aplikasi ini juga memberikan pemberitahuan atau notifikasi terkait 

perubahan jadwal atau informasi penting lainnya, yang membantu pengguna 

tetap mendapatkan informasi terkini sebelum perjalanan. 
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2.4  Kerangka Pikir  

Setelah melihat pemarapan di atas, peneliti akan mendalami permasalahan 

dalam penelitian ini yang mengacu pada pedoman menurut teori evaluasi 

kebijakan dari William N. Dunn (2018) untuk menilik sejauh mana aplikasi 

Access by KAI, yang sudah di implementasikan sejak 2023. 

 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik (SPBE) 

 

 
 

Program Aplikasi Access by KAI 

 

Program Access by KAI di Divisi Regional 

IV menunjukkan Belum Optimal   

Teori Evaluasi Kebijakan 

William N. Dunn (2018) : 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan 

5. Responsivitas 

6. Ketepatan 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

yang difokuskan dalam bentuk studi kasus untuk mengevaluasi Efektivas 

Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) melalui 

implementasi Program Aplikasi Access by KAI di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional IV di Kota Bandar Lampung. Dengan pendekatan ini 

peneliti menekankan pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial, 

pengalaman pengguna, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang 

muncul dalam implementasi program Access by KAI. Metode penelitian ini 

digunakan berdasarkan tujuan memahami kondisi dengan deskripsi secara 

terperinci dan mendalam berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita yang terjadi 

dilapangan bukan sekadar opini atau argumen penulis yang dapat direkayasa 

sehingga dapat mengetahui secara jelas dan sesuai fakta pada pelaksanaan 

aplikasi Access by KAI. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi 

kasus karena penelitian difokuskan pada satu objek yaitu implementasi 

Program Access by KAI di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 

IV Kota Bandar Lampung, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan 

secara kontekstual, rinci, dan menyeluruh fenomena yang terjadi pada lokasi 

penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi PT KAI (Persero) dalam mengoptimalkan aplikasi Access by 

KAI  guna mendukung digitalisasi dan mempermudah penggunaan tanpa 

terkendala masalah dan hambatan pada aplikasi Access by KAI. 

 

3.2  Fokus penelitian  

Dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menentukan fokus penelitian 

guna memperjelas arah dan batasan masalah yang  diteliti. Fokus penelitian ini 
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berfungsi sebagai orientasi bagi peneliti agar tidak terlalu terganggu oleh 

banyaknya data dalam  penelitian kualitatif. 

Dengan menentukan fokus penelitian, peneliti dapat lebih terarah dalam 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara mendalam 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Hal ini membantu 

menghindari dispersi topik dan memastikan bahwa penelitian tetap terfokus 

pada pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis Fitur program aplikasi Access 

by KAI yaitu pemesanan tiket online berbasis E-tiketing dan fitur sistem 

informasi tentang KAI, yang memudahkan aksesibilitas pelanggan untuk 

memesan tiket tanpa harus mengantri di loket serta memberikan pemberitahuan 

atau notifikasi terkait perubahan jadwal atau informasi penting lainnya, yang 

membantu pengguna tetap mendapatkan informasi terkini sebelum perjalanan. 

Oleh karena itu, berdasarkan masalah pada penelitian ini, peneliti memiliki 

fokus mengenai bagaimana Efektivitas Kebijakan Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Kasus Program Access by 

KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung). Serta 

apa saja hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaanya. menurut Teori 

William N. Dunn (2018) dimana kualitas sistem dapat diukur menggunakan 

enam indikator yaitu : 

Tabel 3.1 Fokus Penelitian  

Judul Sub Fokus Analisis 

 Efektivitas Capaian hasil. 

Efektivitas Kebijakan Tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) (Studi 

Kasus Program Access by KAI 

Di PT KAI (Persero) Divisi 

Regional IV Kota Bandar 

Lampung. 

Efisiensi Target capaian dan prediksi. 

 Kecukupan Pencapaian dan tujuan akhir. 

 Perataan 

 

 

Manfaat program bagi masyarakat 
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3.3  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan, 

lokasi penelitian dipilih sebagai sumber informasi yang dapat memberikan 

jawaban dan menggambarkan rumusan masalah penelitian. 

Lokasi penelitian ini adalah Stasiun Tanjung karang yang terletak di Jalan Kota 

raja Nomor 1 Tanjung karang, Bandar Lampung dan Stasiun Labuhan Ratu di 

Jalan Untung Suropati Kampung Baru Labuhan Ratu, Bandar Lampung . 

Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena di Kota Bandar Lampung 

memliki 2 Stasiun yang melayani penumpang. Lokasi penelitian ini 

memperhatikan beberapa aspek, seperti daya jangkau, waktu yang tersedia, 

kemudahan memperoleh data di lokasi penelitian, serta efisiensi biaya. 

 

3.4  Sumber Data 

Sumber penelitian atau yang sering disebut sebagai sumber data adalah tempat 

atau subjek di mana seorang peneliti mendapatkan informasi. Sumber ini bisa 

berupa benda, dokumen, atau individu yang diamati, dibaca, atau diwawancarai 

untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Informasi yang 

diperoleh dari sumber tersebut kemudian disebut sebagai data (Rahmadi, 

2011). Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Sumber Data Primer 

Data primer mengarah dalam informasi yang diperolehnya dengan cara 

yang langsung melalui peneliti yang sumbernya lewat lapangan. Pada 

penelitian ini, data terkumpulkan mempergunakan proses wawancara serta 

hasil dari observasi. Adapun data primer yang dipergunakan di penelitian 

ini yakni melalui perekaman wawancara dengan langsung bersama 

narasumber serta menjalankan observasi yang berkaitan dengan 

 Responsivitas Hasil program memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat. 

 

 Ketepatan Tujuan mencerminkan nilai harapan 

masyarakat. 
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pelaksanaan aplikasi Access by KAI. Dalam menjalankan wawancara, ada 

dua instrumen yang umumnya dipergunakan, yakni perekam suara serta 

pencatatan penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak di dapat langsung oleh 

pengumpul data, dalam hal ini adalah peneliti melainkan melalui hasil yang 

diolah orang lain maupu dokumen. Dapat disederhanakan data sekunder 

merupakan data yang tidak di dapat langsung oleh pengumpul data dalam 

hal ini adalah peneliti melainkan melalui hasil yang diolah orang lain 

maupun dokumen. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2015) menekankan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik 

pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan, peneliti menggunakan  : 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti 

hendak melakukan studi awal guna mengidentifikasi permasalahan 

penelitian. Selain itu, teknik ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi yang disampaikan 

oleh responden. 

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan tanya jawab langsung 

antara peneliti dan narasumber. Meskipun ada kemungkinan wawancara 

dapat dilakukan melalui media tertentu seperti telepon dan telepon namun 

metode ini umumnya dilakukan secara langsung. Jenis wawancara dapat 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tidak 
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terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan 

pasti informasi apa yang hendak dilakukan dari narasumber. 

Dalam situasi ini, peneliti umumnya telah menyusun daftar pertanyaan 

secara sistematis dan dapat memanfaatkan berbagai instrumen pendukung, 

seperti alat perekam suara, kamera, maupun perangkat lainnya. Sementara 

itu, dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara namun hanya memuat poin–poin penting dari masalah 

yang ingin ditemukan dari narasumber. 

 

Menurut Patton (1990): Dalam bukunya Qualitative Evaluation and 

Research Methods, menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak 

ada aturan baku mengenai jumlah informan. Jumlah informan ditentukan 

berdasarkan tujuan penelitian, kedalaman informasi yang dibutuhkan, serta 

sumber daya yang tersedia. Patton menekankan pentingnya kualitas data dan 

relevansi informan. Sedangkan Menurut Guest, Bunce, & Johnson (2006), 

saturasi data sering dicapai setelah 6–12 wawancara, tetapi jumlah ini bisa 

bervariasi tergantung pada kompleksitas penelitian dan keberagaman 

informan (Siahaan, 2025). 

 

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur. Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk memahami Efektivitas Kebijakan Tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Kasus Program 

Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar 

Lampung). Adapun informan dalam penelitian ini adalah. 

Tabel 3.2 Informan Terkait 

No. Data Informan Informasi yang dicari 

1. Azmen Pemasaran Angkutan 

dan Customer Care Bagian 

Angkutan Dan Fasilitas 

Penumpang di PT KAI 

(Persero) Divisi Regional IV 

Kota Bandar Lampung 

Informasi tentang penerapan, data rekap, dan  

Controling program aplikasi Access by KAI di 

PT KAI (Persero) Divisi Regional IV di Kota 

Bandar Lampung 

2. Masyarakat di Kota Bandar 

Lampung, sebagai informan 

tambahan  

informasi tentang pengalaman pemakaian 

aplikasi Access by KAI dan tanggapan 

masyarakat yang memakai aplikasi Access by 
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KAI di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV 

di Kota Bandar Lampung 

     Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti 

untuk secara langsung  mengamati elemen-elemen terkait dengan 

lingkungan, waktu, lokasi, aktivitas, peristiwa, objek, dan tujuan. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung untuk 

menguraikan fakta yang terjadi dilapangan yang terkait dengan penelitian.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan bentuk pencatatan atas peristiwa-peristiwa sudah 

berlalu. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman momen penting 

seseorang, laporan, atau catatan penting lainnya. Dokumen-dokumen 

tersebut berfungsi sebagai alat verifikasi utama untuk mendukung dan 

membuktikan kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara. 

 

3.6  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti mengacu pada model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al (2014), yang mencakup tiga 

langkah utama yaitu, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan melalui 

beberapa langkah operasional yang sistematis untuk memastikan bahwa data 

yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 

aplikasi Access by KAI dan dampaknya terhadap aksesibilitas pelayanan 

publik. Berikut adalah langkah- langkah yang akan diambil: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang 

mencakup proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan transformasi data dari berbagai sumber seperti catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta materi-materi empiris. 

Proses ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara 

dan pengumpulan informasi tertulis di lapangan kemudian transkrip 
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wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Penerapan tahap ini adalah dalam pengumpulan 

data tentang Efektivitas Kebijakan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) (Studi Kasus Program Access by KAI Di PT KAI 

(Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung). 

2. Penyajian Data  

Tahap penyajian data merupakan kelanjutan dari analisis data, di mana 

peneliti menyusun informasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan 

dan tindakan. Data dan informasi yang telah diperoleh dilapangan 

dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui analisis data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, 

gambar, tabel, dan foto. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

memberikan deskripsi yang komprehensif dan mendalam terhadap hasil 

temuan dari wawancara dan dokumen yang mendukung data tentang 

Efektivitas Kebijakan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) (Studi Kasus Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi 

Regional IV Kota Bandar Lampung). Penyajian data bertujuan agar 

pembaca dapat dengan mudah memahami  

informasi yang diberikan. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan berssifat sementara dan akan berubah seiring dengan 

ditemukannyaa infromasi baru dan dapat dipastikan validitasnya. Data yang 

telah disajikan menjadi penarikan kesimpulan awal yang kedepannya akan 

dilakukan penyempurnaan dari data-data penelitian yang baru. Pada tahap 

terakhir penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data telah 

terkumpul dan semua proses analisis data sudah dilakukan. 

 

3.7  Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk menguji tingkat 

keterpercayaan data yang diperoleh. (Sugiyono P. D., 2013), di antaranya:  
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1. Uji Kredibilitas (Creadibility) Uji kredibilitas data terhadap data hasil 

penelitian dapat dilakukan dengan cara perpanjangan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini 

hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan data hasil 

penelitian, yakni: 

a. Perpanjangan Pengamatan dimaksudkan agar peneliti terjun ke lokasi 

dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan 

mempertimbangkan kemungkinan adanya penyimpangan data, baik 

yang berasal dari peneliti maupun informan, baik secara disengaja 

maupun tidak disengaja. 

b. Ketekunan Pengamatan Dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

karakteristik serta elemen dalam suatu kondisi yang sangat relevan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti dan memfokuskannya secara 

rinci. Pendekatan ini menjadi lebih kuat jika peneliti juga mendukung 

pengamatannya dengan literatur atau referensi yang relevan, sehingga 

dapat memperkaya pemahaman terhadap temuan yang diperoleh. 

c. Trianggulasi adalah teknik untuk menguji validitas data dengan 

membandingkannya dengan informasi dari sumber lain di luar data 

utama, guna menilai konsistensi dan keabsahannya. Teknik ini juga 

berfungsi menghapus bias pemahaman peneliti dengan pemahaman 

subjek penelitian. 

 

2. Uji Transferabilitas (Transferability)  

Dalam penelitian kualitatif, uji data digunakan untuk memberikan 

pemahaman yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya terhadap hasil 

penelitian. Fungsi dari uji data ini adalah untuk memudahkan pembaca atau 

pihak lain dalam memahami temuan dan hasil penelitian dengan baik. 

Dengan demikian, hasil penelitian dapat diuraikan secara deatil, sehingga 

pembaca dapat membuat keputusan atau menentukan apakah temuan 

penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain atau tidak. Uji data pada 
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penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keyakinan 

terhadap interpretasi dan analisis data yang telah dilakukan. 

 

3. Uji Dependabilitas (Dependability)  

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Auditor ini dapat dilaksanakan oleh pihak 

independen maupun oleh dosen pembimbing, dengan tujuan untuk menilai 

dan meninjau secara menyeluruh seluruh kegiatan yang dilakukan peneliti 

selama pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, keabsahan dan keandalan 

dari seluruh langkah penelitian dapat diverifikasi dan dipastikan. Proses 

audit ini memastikan bahwa metode yang digunakan, data yang 

dikumpulkan, serta analisis yang dilakukan sesuai dengan standar dan 

prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Audit dapat membantu 

memastikan kehandalan dan ketepatan hasil penelitian yang diperoleh. 

 

4. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)  

Pada uji konfirmabilitas, dilakukan dengan menilai sejauh mana hasil 

penelitian konsisten dengan seluruh rangkaian proses penelitian yang telah 

dilakukan. Apabila temuan penelitian dapat dijelaskan sebagai hasil 

langsung dari proses tersebut, maka penelitian tersebut dianggap memenuhi 

kriteria konfirmabilitas. Dengan kata lain, konfirmabilitas menegaskan 

bahwa hasil penelitian dapat dikonfirmasi atau dipercaya karena dapat 

dihubungkan secara konsisten dengan proses penelitian yang dilaksanakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut dapat diulang atau diuji 

kembali oleh pihak lain untuk mendapatkan hasil yang serupa. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Kasus Program 

Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung). 

Hambatan pada proses penelitian ini yaitu dalam mendapatkan informasi yang lebih 

luas dan beragam dari pihak PT KAI Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung 

dikarenakan informan yang terbatas untuk bisa di wawancarai. Adapun kesimpulan 

dari penelitian ini yang dikaji berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut 

William N. Dunn (2018). 

Secara keseluruhan, Efektivitas Kebijakan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) (Studi Kasus Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) di 

Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung) belum optimal dalam Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program Access by KAI Di PT KAI 

(Persero) di Divisi Regional IV Kota Bandar Lampung telah meningkatkan akses 

informasi, efisiensi pelayanan, serta mengurangi antrean di loket melalui layanan 

digital. Program Access by KAI  melalui aplikasi juga terbukti efisien dalam 

menghemat waktu, biaya, dan tenaga, baik bagi masyarakat maupun pihak penyedia 

layanan. Responsivitas yang cepat dan solutif dalam menyelesaikan suatu 

pengaduan secara tuntas melalui ketersediaan fitur layanan dan saluran pengaduan. 

namun kecukupan dan pemerataan masih ditemukan kendala berupa praktik 

percaloan, gangguan aplikasi pada periode tertentu, serta kesenjangan literasi 

digital dan keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tertentu. Dalam hal 

ketepatan, tujuan program di tingkat nasional dinilai kurang adaptif terhadap 

dinamika di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi dan integrasi temuan lokal ke 

dalam kebijakan nasional agar strategi program lebih fleksibel, adaptif, dan mampu 

menjawab masalah-masalah yang ada di lapangan. Meskipun belum sepenuhnya 

optimal, Efektivitas Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) Divisi Regional 



 

 

90 

IV Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan adaptif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penliti bermaksud memberikan 

saran dalam Program Access by KAI Di PT KAI (Persero) di Divisi Regional IV 

Kota Bandar Lampung, yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak terkait, sebagai 

berikut : 

1. PT KAI (Persero) di Divre IV Kota Bandar Lampung perlu untuk terus 

melakukan pembaruan dan perbaikan teknis berkala terhadap aplikasi 

terkait gangguan pada sistem agar tidak mudah error terutama saat periode 

padat seperti libur hari raya. 

2. PT KAI (Persero) di Divre IV Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan 

SOP petugas keamanan di stasiun-stasiun untuk mencegah praktik 

percaloan. 

3. PT KAI (Persero) di Divre IV, Pemerintah daerah, penyedia layanan 

internet, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) perlu berkolaborasi untuk menyediakan 

infrastruktur koneksi internet yang stabil, terutama di wilayah yang koneksi 

internetnya masih lemah. 

4. Program Access by KAI perlu mempelajari temuan yang ada di wilayah 

lokal untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyesuaian terhadap 

perubahan strategi program sehingga dapat merespons permasalahan di 

lapangan. 

5. PT KAI di Divre IV sebaiknya tidak membatasi informan untuk 

diwawancarai, sehingga data yang diperoleh dapat lebih luas dan beragam 

dari berbagai sudut pandang pegawai yang lain. 
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